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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian  Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan
Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;

b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan
dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun tentang Penetapan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Tahun 2021 Nomor 786).

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021
Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah
UPG Eselon III di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi untuk:

a.

j-

melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jambi
dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi;

menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi;

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk;

menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jambi
setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jambi
tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan
penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi
di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.656401/2021 tanggal 23 November 2020 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.



KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

Salinan sesuai dengan aslinya dto.
_ SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
S MF’:\;}E\@\,\TEN SAROLANGUN MUHAMMAD FAKHRI. HS

=/ Sekret 5




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR  : 07/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2021
TANGGAL : 22 OKTOBER 2021
TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.
NO. NAMA JABATAN JABATAN UPG

1. | MUHAMMAD FAKHRI. HS KETUA PENGARAH

2. | A. ANIF ANGGOTA PENGARAH

3. | RUPI UDIN ANGGOTA PENGARAH

4. | ALIWARDANA ANGGOTA PENGARAH

5. | IBRAHIM ANGGOTA PENGARAH

6. | HERY SUFADMI SEKRETARIS KETUA

Plt. KASUBBAG
7. | MUJIONO HUKUM SEKRETARIS
ANALIS PENGELOLA
8. | MUTIYAH PITRI KEUANGAN APBN ANGGOTA
AHLI MUDA
9. | WAHYU ROMA PRIMADONA PERENCANA AHLI ANGGOTA
MUDA
10. | AHMAD JUMADIL PENATA KELOLA ANGGOTA

PEMILU AHLI MUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABYPATEN SAROLANGUN

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS




